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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap secara mendalam Eksistensi 

Gerakan Perempuan Islandia Berbasis Gender yang memfokuskan terhadap 5 bidang utama 

yaitu Gerakan Ekonomi Islandia Berbasis Gender, bidang Kesehatan, Pendidikan dan 

Pengajaran, perkawinan dan keluarga, kehidupan publik dan politik. Dalam penelitian ini 

penulis menerapkan metode Penelitian kepustakaan (Library Research). Data 

diorganisasikan, dianalisis secara induktif, dan diklasifikasikan ke dalam banyak unit dan 

dirumuskan menjadi suatu pola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi Gerakan 

Perempuan Islandia Berbasis Gender cukup berhasil mengendalikan kondisi kesetaraan 

gender perempuan di Islandia. dengan beberapa tahun terakhir Islandia memiliki 

representasi politik perempuan tertinggi di dunia, Parlemen Islandia dipenuhi 38% 

perempuan dan 40% dalam kementerian, dalam jabatan senior, perempuan memegang 

sebanyak 42% posisi, dan 43% dalam anggota dewan perusahaan, banyak berdiri organisasi 

kaum perempuan, bertambahnya porsi perempuan dalam dunia kerja dan diakui oleh dunia,  

Gerakan kaum perempuan berpengaruh terhadap sejumlah kebijakan-kebijakan dalam 

negeri dan luar negeri dan Pada tahun 2022 Islandia dinobatkan sebagai negara paling setara 

gender, menduduki puncak Dunia serta pertama kali negara Islandia menjadi negara di dunia 

yang melarang pembedaan gaji berdasarkan gender. Namun secara umum dalam pencapaian 

tersebut banyak tantangan yang mereka hadapi. Untuk itu mereka tetap terus berjuang teguh 
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dengan pemikirannya dan ada upaya emansipasi untuk menginisiasi kebijakan yang peka 

terhadap isu gender dalam mengatasi permasalahan berbasis Gender secara terus menerus. 

 

Kata kunci: Eksistensi, Perempuan Islandia, Berbasis Gender 

1. Pengenalan 

Kesetaraan gender mengarah pada keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan 

hak dan kewajibannya. Hari Perempuan Internasional menjadi momen bagi para perempuan di dunia 

dalam meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan gender. Gerakan ini diawali pada tanggal 8 Maret 

1913 di Rusia. Para perempuan selama perang dunia I merayakan hari perempuan internasional sebagai 

protes perang secara damai, yang kemudian satu tahun selanjutnya perempuan di seluruh Eropa ikut 

melaksanakan aksi solidaritas pada tanggal yang sama. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya tujuan 

dari gerakan kesetaraan gender semakin meluas dengan ditandai pecahnya Revolusi Rusia yang juga 

tidak lepas dari peran perempuan saat itu yang melakukan demonstrasi “Bread and Peace”.  

Pada pasca perang dunia ke-II, tanggal 8 Maret dijadikan sebagai hari advokasi terhadap kesetaraan 

perempuan. Pada tahun 1977 PBB meresmikan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional. 

Jauh sebelum PBB meresmikan tanggal 8 Maret 1977 sebagai Hari Perempuan Internasional. Gerakan 

Asosiasi perempuan Islandia sudah ada, asosiasi tersebut di didirikan pada tahun 1869 di sebuah daerah 

kecil di bagian utara Islandia. Bahkan sebelum itu Pada tanggal 24 Oktober 1975, sekitar 90 persen 

perempuan di Islandia melakukan berunjuk rasa besar-besaran. Sekitar 25.000 perempuan menolak 

bekerja, memasak, dan mengasuh anak selama sehari dan menuntut kesetaraan hak dengan laki-laki. 

Lewat unjuk rasa bersejarah itu, perempuan dilihat dengan sudut pandang berbeda di Islandia dan 

membuat negara tersebut menjadi negara terdepan yang berjuang meraih kesetaraan gender dengan 

langkah pertama bagi emansipasi perempuan di Islandia. 

Di Islandia terdapat warisan sejarah tentang perempuan-perempuan tangguh yang menginspirasi 

perempuan lainnya, merujuk terpilihnya preisden perempuan pertama di dunia yang memenangkan 

pemilihan presiden islandia, yaitu Vigdis Finnbogadottir, tahun 1980. Islandia dinobatkan sebagai 

negara terdepan yang memberikan kesetaraan upah bagi laki-laki dan perempuan. 

Dengan warisan islandia sebagai presiden pertama terpilih didunia dan PBB meresmikan tanggal 8 

Maret 1977 sebagai hari perempuan internasional, maka semakin kuat juga eksistensi pergerakan 

perempuan islandia di dunia global hal ini dibuktikan dengan beberapa keberania pemerintah islandia 

untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang kesetaraan gender yang salah satunya adalah kebijakan 

cuti bagi orang tua di Islandia, meskipun kebijakan ini masih tidak dapat menyaingi negara Eropa. 

Perempuan Islandia menerima 68% dari gaji kotor mereka selama cuti hamil. Sementara di Norwegia, 

Swedia dan Prancis masing-masing sebesar 94%, 78%, dan 90%. 

Selain itu Islandia sering dianggap sebagai gharda depan kesetaraan gender, meskipun begitu kaum 

perempuan islandia masih tetap terus berjuang untuk menjaga eksistensi hukum tentang kesetaraan 

gender, eksistensi Gerakan perempuan islandia adalah perjuangan untuk hak asasi manusia dan 

menuntut perubahan dalam budaya. Islandia juga telah mendapat peringkat sebagai pemimpin dunia 

dalam kesejahteraan gender selama bertahun-tahun. Islandia sering disebut sebagai negara model dalam 

hal pemberdayaan politik perempuan dan sebagai negara yang menghargai perempuan terutama dalam 

memberikan dukungan dan inspirasi baik dalam kehidupan pribadi dan profesional.  

Dalam kehidupan sosial pencapaian kesetaraan akan harkat dan martabat perempuan secara global 

masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Isu HAM dan perempuan belum direspons secara 

serius oleh negara. Isu kekerasan sistematis berbasis gender, hak-hak politik dan hak atas pekerjaan 

bagi perempuan kerap dilanggar. Banyak hak-hak perempuan atas pekerjaan yang masih banyak 
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menghadapi berbagai benturan baik itu karena persoalan implementasi hukum yang tidak konsisten 

maupun persepsi yang berbeda mengenai peran perempuan disektor public. 

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, 

bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-

laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya Kesetaraan dan penghapusan 

diskriminasi terhadap perempuan sering menjadi pusat perhatian dan menjadi komitmen bersama untuk 

melaksanakannya. 

Dari uraian diatas peneliti mencoba untuk menganalisis eksistensi Eksistensi Gerakan Perempuan 

Islandia Berbasis Gender dengan metode Penelitian kepustakaan (Library Research) menggunakan 

bahan pustaka. 

 

2. Metodologi 

2.1 Bahan 

Penelitian kepustakaan (Library Research) menggunakan bahan pustaka. Ini adalah teknik 

pengumpulan data dengan pemahaman data dari buku, teori, catatan, dan dokumen yang berkaitan erat 

dengan masalah. Perpustakaan umum atau khusus mengumpulkan sumber daya untuk proyek penelitian 

mendalam. Umumnya, perpustakaan penelitian akan berisi bahan ilmiah dan nonfiksi. Buku, majalah, 

jurnal, surat kabar, manuskrip, dan kaset secara tradisional disertakan. Ini telah berkembang dengan 

munculnya teknologi untuk memasukkan CD, DVD, Ebook, buku audio, dan katalog penelitian online 

 

2.2 Kaedah 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hukum normatif yang dilakukan dengan 

studi pustaka dengan jenis kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan merupakan daftar referensi dari 

semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, tesis, skripsi, hand out, laboratory manuals, 

dan karya ilmiah lainnya yang di kutip di dalam penulisan proposal. Sumber studi kepustakaan yang di 

gunakan oleh peneliti yaitu, jurnal penelitian, buku dan berita dari internet. 

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan dengan beberapa 

alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak didapat dari lapangan. Akan tetapi 

sumber data didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari 

jornal, buku maupun literatur yang lain. Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara 

untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi 

kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang 

terjadi, penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelasaikan suatu permasalahan yang muncul. 

Alasan ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitinya. Bagaimanapun, 

informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-

laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti 

kepustakaan. 

 

3. Hasil dan Perbincangan 

3.1 Hasil 

1. Eksistensi Gerakan Perempuan Islandia Berbasis Gender 

Gerakan Asosiasi perempuan pertama di Islandia didirikan pada tahun 1869 di sebuah daerah kecil 

di bagian utara Islandia. Pada tanggal 24 Oktober 1975, sekitar 90 persen perempuan di Islandia 

melakukan berunjuk rasa besar-besaran. Sekitar 25.000 perempuan menolak bekerja, memasak, dan 

mengasuh anak selama sehari dan menuntut kesetaraan hak dengan laki-laki. Lewat unjuk rasa 

bersejarah itu, perempuan dilihat dengan sudut pandang berbeda di Islandia dan membuat negara 
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tersebut menjadi negara terdepan yang berjuang meraih kesetaraan gender dengan langkah pertama bagi 

emansipasi perempuan di Islandia. 

Pada tahun 2006 Indeks Kesenjangan Gender Global telah mengukur kemajuan dunia menuju 

kesetaraan gender di empat dimensi utama: Partisipasi dan Peluang Ekonomi, Pencapaian Pendidikan, 

Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, dan Pemberdayaan Politik. Di tingkat global, hanya 68,1% 

kesenjangan gender yang telah ditutup, yang berarti perlu 132 tahun lagi untuk mencapai kesetaraan 

gender. Ini sedikit peningkatan dari tahun lalu, tetapi tiga dekade lebih lama dari situasi pada tahun 

2020, sebelum dampak COVID-19 pada kesetaraan gender.  

Selama 3 tahun terakhir ini, Islandia telah menduduki peringkat teratas di Global Gender Gap Index. 

Hal ini diraih berdasarkan hasil yang baik dalam hal Gerakan pemberdayaan politik dan pencapaian 

pendidikan dan peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, berikut beberapa laporan data menurut 

Economic Forum Gender Gap tahun 2020 hingga 2022: 

Peringkat Indeks Kesenjangan Gender Global menilai semua 156 negara dengan Islandia diakui 

sebagai negara dengan kesetaraan gender paling banyak untuk ke-11 kalinya. Secara geografis, daftar 

10 besar negara dengan kesetaraan gender didominasi oleh negara-negara Nordik dengan Islandia, 

Norwegia, Finlandia, dan Swedia berada di lima besar. 10 negara teratas menurut peringkat global 

adalah sebagai berikut: 

 

 
Figure 1: Source: World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2020 

 

Peringkat Kesenjangan Gender Global 2020, Semua lima negara teratas telah menutup 

setidaknya 80% dari kesenjangan mereka, dan pemain terbaik (Islandia) telah menutup 82% dari 

kesenjangan sejauh ini Sepuluh besar global menampilkan empat negara Nordik Iceland 1st, Norway 

2nd, Finland 3rd, Sweden 4th. 

Pada peringkat Indeks Kesenjangan Gender Global menilai semua 156 negara dengan Islandia 

diakui sebagai negara dengan kesetaraan gender paling banyak untuk ke-12 kalinya. Secara geografis, 

daftar 10 besar negara dengan kesetaraan gender didominasi oleh negara-negara Nordik dengan 

Islandia, Norwegia, Finlandia, dan Swedia berada di lima besar. 10 negara teratas menurut peringkat 

global adalah sebagai berikut: 
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Figure 2: Source: World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2021 

 

Secara global islandia, jarak rata-rata yang diselesaikan hingga paritas adalah 68% dalam laporan 

tahun 2021, sedikit mundur dibandingkan tahun 2020 - dengan kesenjangan melebar sebesar 0,6 poin 

persentase. Itu berarti pada lintasan saat ini, dibutuhkan 135,6 tahun untuk menutup kesenjangan di 

seluruh dunia.  
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Gambar 3. The Global Gander Gap tahun 2021 

 

Hasil Global Skor Kesenjangan Gender Global (berdasarkan rata-rata tertimbang populasi untuk 

masing-masing dari 156 negara yang termasuk tahun ini) pada tahun 2021 adalah 67,7% (bila 

mempertimbangkan hanya 107 ekonomi yang tercakup terus menerus dari tahun 2006 hingga 2021 

adalah 68,0%). Ini berarti bahwa gap yang tersisa untuk ditutup adalah sebesar 32,3%. Rata-rata, 

kesenjangan telah melebar hampir 0,6 poin persentase dibandingkan dengan edisi indeks sebelumnya. 

Melebarnya kesenjangan gender global secara keseluruhan ini juga tercermin dalam fakta bahwa 

jumlah ekonomi yang mencatat setidaknya peningkatan marjinal lebih kecil daripada jumlah ekonomi 

yang mencetak kinerja lebih lemah dari tahun lalu. Dari 153 ekonomi dan ekonomi yang tercakup baik 

tahun ini maupun pada tahun 2020, 98 telah meningkatkan skor mereka sementara 55 telah mengalami 

kemunduran atau terhenti. 
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Figure 3. The Global Gander Gap tahun 2021menyajikan peringkat Kesenjangan Gender Global 

2021 dan skor untuk semua 156 negara yang tercakup dalam laporan tahun ini. Meskipun belum ada 

ekonomi yang mencapai kesetaraan gender penuh, dua ekonomi teratas (Islandia dan Finlandia) telah 

menutup setidaknya 85% dari kesenjangan mereka, dan tujuh ekonomi lainnya (Lithuania, Namibia, 

Selandia Baru, Norwegia, Swedia, Rwanda, dan Irlandia) telah menutup setidaknya 80% dari 

kesenjangan mereka. Secara geografis, 10 besar dunia terus didominasi oleh ekonomi Nordik, dengan 

—Islandia, Norwegia, Finlandia, dan Swedia—di lima besar. 10 besar diselesaikan oleh satu ekonomi 

dari Asia Pasifik (Selandia Baru ke-4), dua ekonomi Sub-Sahara (Namibia, ke-6 dan Rwanda, ke-7, 

satu ekonomi dari Eropa Timur (pendatang baru ke 10 besar, Lithuania, ke-8) dan dua ekonomi Eropa 

Barat lainnya (Irlandia, 9, dan Swiss, 10, ekonomi lain di 10 teratas untuk pertama kalinya). 

Lima ekonomi, meskipun dimulai dari tingkat kesetaraan gender yang berbeda, telah meningkatkan 

skor mereka setidaknya 4,4 poin persentase atau lebih, memenuhi syarat sebagai lima ekonomi paling 

baik tahun ini: Lituania, Serbia, Timor-Leste, Togo, dan Uni Emirat Arab. Pada tahun ini Islandia 

dinobatkan sebagai negara paling setara gender, menduduki puncak Laporan Kesenjangan Gender 

Global Forum Ekonomi Dunia 2022. Hal ini ditunjukkan dalam Global Gender Gap Index tahun 2022: 

 
Figure 4: The Global Gander Gap tahun 2022 

 

Data diatas menunjukkan bahwa eksistensi gerakan Islandia hampir sepenuhnya menutup 

kesenjangan gender dalam Pencapaian Pendidikan, dengan skor 0,993, di mana 1 berarti kesetaraan 

telah tercapai. Sementara hanya 22% dari kesenjangan gender global dalam Pemberdayaan Politik 

telah ditutup, Islandia menduduki puncak seluruh Indeks dalam dimensi ini, karena memiliki bagian 

yang lebih tinggi dari perempuan sebagai kepala negara selama 50 tahun terakhir dan bagian yang 

lebih tinggi dari perempuan di parlemen daripada negara lain. 

Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa eksistensi Gerakan kaum perempuan 

islandia mempunya pengaruh besar terhadap kesetaraan gender secara global, terbukti 5 tahun 

terakhir Islandia menduduki ranking pertama dari 10 negara.  

 

2. Kesenjangan Upah Berbasis Gender di Islandia 
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a. Gerakan Ekonomi Islandia Berbasis Gender 

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak 

ni meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak 

untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti 

yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak 

pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan. 

Berdasarkan data Uni Eropa, Islandia adalah negara terdepan yang mengikutsertakan 

perempuan ke lapangan pekerjaan, dengan tingkat partisipasi mencapai lebih dari 80%. Indikator 

itu tidak hanya menempatkan Islandia di atas negara-negara yang sebanding, tapi juga lebih tinggi 

daripada seluruh negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi 

(OECD). Sejak 1970, semakin banyak perempuan Islandia terjun ke lapangan pekerjaan dan terus 

berada di dalamnya pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi itu merupakan efek dari sejumlah 

kebijakan politik, antara lain hak hukum bagi orang tua untuk kembali ke pekerjaan setelah 

kelahiran anak mereka. 

Guru besar studi gender di Universitas Islandia, Thorgerdur Einarsdóttir, menyebut pergerakan 

perempuan dan tekanan kelompok feminis yang masif berada di balik kemauan politik Islandia 

tersebut. Negara itu menerapkan beberapa hal radikal di isu gender, antara lain cuti ayah usai 

kelahiran anak dan kuota per jenis kelamin untuk pekerjaan tertentu. Einarsdóttir yakin, budaya 

yang berkembang di Islandia juga mempengaruhi capaian positif negara itu di urusan gender. 

 Berkaitan dengan hak perempuan islandia di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-

hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. 

Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan 

yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, 

sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apa 

pun. Saat mendapat pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, 

yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan kondisi kerja yang aman dan 

sehat, kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi 

termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya. 

Setelah mendapat pekerjaan, tentunya ada saatnya ketika perempuan harus berhenti dan 

meninggalkan pekerjaannya. Ketika pekerjaan itu berakhir, seorang perempuan juga mempunyai 

hak untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang 

dilakukannya. 

 

b. Hak dalam bidang Kesehatan  

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang 

kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih 

dan khusus. Hal ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi 

reproduksinya. Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat 

melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin 

diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca-

persalinan.  

Seorang wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami 

kehamilan, menstruasi setiap bulan, dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah ibandingkan pria. 

Adanya hal-hal tersebut inilah kemudian dirasakan perlu untuk melakukan perlindungan yang 

lebih khusus kepada mereka perempuan.  
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Laporan Kesenjangan Gender Global 2020 yang kini memasuki tahun ke-14, membandingkan 

153 negara dalam hal kemajuannya menciptakan kesetaraan gender. Kesetaraan ini berdasarkan 

empat kategori antara lain partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan, 

kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik. 

 

c. Hak yang sama dalam Pendidikan dan Pengajaran 

Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan 

seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku 

hingga ekonomi, dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran 

harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh 

karena itulah kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan 

pengajaran, tidak terkecuali untuk semua perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan setiap 

pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 

Seperti salah satu poin perjuangan Kaum Perempuan Islandia, setiap perempuan berhak untuk 

mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada 

penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala 

tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. 

 

d. Hak dalam perkawinan dan keluarga 

Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. 

Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan 

paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihakDalam 

keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua 

terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri. 

 

e. Hak dalam kehidupan publik dan politik 

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. 

Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga 

implementasinya. Seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam 

pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait 

dengan hak-hak perempuan di bidang politik, antara lain: 

1) Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan 

pemerintah dan pelaksanaan kebijakan; 

2) Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil 

rakyat di pemerintahan; dan 

3) Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non pemerintahan dan 

himpunan–himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara 

tersebut. 

Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang politik tersebut dapat ditemukan dalam 

instrumen internasional. Perempuan adalah warganegara yang mempunyai hak politik 

sebagaimana laki-laki. Data menunjukkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di bidang 

politik sangat kecil khususnya di Legislatif. Hal ini disebabkan karena diskriminasi. Diskriminasi 

terhadap perempuan itu menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Oleh sebab itu 

pentingnya perjuangan untuk terus mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang politik 

dengan menggunakan prinsip “tindakan khusus sementara”. Tindakan khusus ini dapat dilihat 

dalam upaya peningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peningkatkan 
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keterwakilan dalam posisi strategis pada kekuasaan, partisipasi penuh dalam proses pengambilan 

pengambilan keputusan, dan sinergitas. 

 

3.2 Perbincangan 

Produk penelitian kebijakan pendidikan merupakan sumber informasi utama dalam Paritas 

gender belum pulih, menurut Laporan Kesenjangan Gender Global 2022. Perlu 132 tahun lagi untuk 

menutup kesenjangan gender global. Ketika krisis semakin parah, hasil kerja perempuan menderita 

dan risiko kemunduran kesetaraan gender global semakin meningkat.  

Pembagian yang adil dari pekerjaan yang tidak dibayar telah berperan penting bagi kemajuan 

Islandia, Joeli Brearley, penulis The Motherhood Penalty, mengatakan kepada Forum Ekonomi 

Dunia: “Ketika 90% wanita melakukan pemogokan karena ini pada tahun 1970-an, itu 

menunjukkan bahwa pria ada nilai dalam pekerjaan ini, mereka tidak dapat melakukan pekerjaan 

mereka tanpa itu. Itu adalah perubahan besar bagi Islandia dalam hal kesetaraan gender. Sejak tahun 

1970, banyak perempuan Islandia terjun ke lapangan pekerjaan dan terus berada di dalamnya pada 

tahun-tahun berikutnya dan memainkan peran serupa pekerja laki-laki hingga mampu menambah 

US$28 triliun pada GDP tahunan global, menurut perhitungan perusahaan konsultan ekonomi 

(McKinsey 2018). Pada 24 Oktober 1975, sekitar 90 persen perempuan di Islandia turun ke jalan 

dan berunjuk rasa menuntut kesetaraan hak dengan laki-laki. (Women's History Archives). 

Kemudian pada tahun 1980 Islandia mempunyai warisan sejarah tentang terpilihnya presiden 

perempuan pertama di dunia yaitu Vigdis Finnbogadottir. Selain itu Islandia memiliki pemimpin 

perempuan selama 22 tahun dari 50 tahun terakhir. Parlemen Islandia setidaknya dipenuhi 38% 

perempuan dan 40% dalam kementerian. Selain itu, dalam jabatan senior, perempuan memegang 

sebanyak 42% posisi, dan 43% dalam anggota dewan perusahaan. 

Hal ini menunjukkan bahwa gerakan-gerakan mayoritas kaum perempuan semakin kuat. Yang 

berawal dari tidak adanya keadilan kaum perempuan islandia tentang upah bagi mereka dan laki-

laki. Sehingga Pada 2017 terwujud Islandia menjadi negara di dunia yang melarang pembedaan gaji 

berdasarkan gender. Dilansir dari Independent, undang-undang yang mengatur ketentuan tersebut 

berlaku mulai Januari 2018, kemudian pada tanggal 19 Februari 2018 Islandia mengeluarkan 

larangan bagi pemberi kerja untuk membayar upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki. 

(Angela Henshall BBC Capital 2018). Hal ini berdampak positif terhadap budaya masyarakat 

setempat. 

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup 

secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya 

diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama. Isu HAM dan 

perempuan belum direspons secara serius oleh negara. Isu kekerasan sistematis berbasis gender, 

hak-hak politik dan hak atas pekerjaan bagi perempuan kerap dilanggar. Banyak hak-hak 

perempuan atas pekerjaan yang masih banyak menghadapi berbagai benturan baik itu karena 

persoalan implementasi hukum yang tidak konsisten maupun persepsi yang berbeda mengenai 

peran perempuan disektor public. 

Gerakan kaum perempuan islandia tentang Tentang Kesenjangan Upah Berbasis Gender terusik 

lagi oleh Dampak pandemi covid-19 dan kian memperlebar kesenjangan gender. Hal ini membuat 

kaum perempuan mesti menunggu lami lagi agar ada kesetaraan gender. Demikian Laporan 

Kesenjangan Gender Global 2021 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia, hingga negara islandia 

menduduki ranking teratas: 
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Figure 4: The Global Gander Gap tahun 2021 

Sumber:https://mediaindonesia.com/weekend/394904/pandemi-covid-19-kian-memicu-kesenjangan-gender 

 

Menurut data tersebut, meskipun dampak pandemi covid-19 terus dirasakan secara global, dan 

untuk menutup kesenjangan gender global telah meningkat satu generasi dari 99,5 tahun menjadi 

135,6 tahun. Kemajuan menuju kesetaraan gender terhenti di beberapa sektor ekonomi dan industri 

besar. Ini sebagian karena perempuan lebih sering bekerja di sektor-sektor yang paling terpukul 

oleh penguncian (lockdown) islandia tetap menduduki rangking pertama pada kesetaraan gender. 

Meskipun beban mereka semakin bertambah di rumah dengan adanya penutupan sekolah. 

Laporan tersebut, yang kini memasuki tahun ke-15, menjadi tolok ukur evolusi kesenjangan 

berbasis gender di empat bidang, yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, 

kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik. Laporan ini juga mengkaji 

pendorong kesenjangan gender dan menguraikan kebijakan dan praktik yang diperlukan untuk 

pemulihan inklusif gender. 

Di sisi lain konsep hak-hak dasar perempuan paling tidak mempunyai dua makna tersembunyi 

di dalamnya. Makna pertama, hak asasi perempuan sekadar pengertian yang dibangun sepenuhnya 

atas dasar akal sehat belaka. Makna kedua, hak asasi manusia dipahami di dalam konotasi sebagai 

konsep yang lebih revolusioner, yang di dalamnya terkandung visi dan maksud transformasi relasi 

sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender.  

Konvensi HAM yang diatur dan disepakati di dunia internasional di antaranya adalah risalah 

pasal-pasal tentang penghapusan segala diskriminasi terhadap wanita, yaitu: 

a. Mengenai pengutukan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan upaya 

penegakan terhadap perempuan dan upaya menegakkan hak asasi persamaan hak dan kewajiban 

dalam undang-undang dasar nasional; 

https://mediaindonesia.com/weekend/394904/pandemi-covid-19-kian-memicu-kesenjangan-gender
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b. Mengenai kewajiban negara-negara peserta membuat peraturan penghapusan diskriminasi terhadap 

perempuan dalam bidang politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya; 

c. penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan 

kehidupan sosial ekonomi; 

d. Mengenai kewajiban negara-negara peserta memberikan persamaan hak wanita di muka hukum, 

penghapusan diskriminasi yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan; 

e. Mengenai pembentukan panitia Internasional untuk menilai kemajuan implementasi, dengan 

pangkal pertimbangan geografis yang tepat dan unsur-unsur dari berbagai bentuk peradaban 

manusia system hukum utama, panitia dipilih untuk masa jabatan 4 tahun;  

f. Konvensi tersebut tidak akan mempengaruhi antara perempuan dan pria yang mungkin terdapat 

dengan perundang-undangan di suatu negara. Di samping itu konvensi ini tidak bersifat kaku. Setiap 

negara berhak untuk mengajukan keberatan-keberatannya. 

Diskriminasi tidak terbatas pada pembedaan perlakuan yang didasarkan hanya pada jenis 

kelamin tetapi juga diskriminasi yang bersumber dari asumsi- asumsi sosial budaya negatif yang 

dilekatkan pada keadaan karena ia adalah “perempuan” atau yang disebut “ideologi gender.” 

Konstruksi ideologis peran dan kemampuan perempuan mempengaruhi akses perempuan dalam 

memperoleh berbagai kesempatan di berbagai tingkatan, individu, kelembagaan, dan sistem. 

Sebagai contoh, kenyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan sebagian besar adalah 

pekerjaan-pekerjaan tertentu saja dan di sisi lain tidak adanya perempuan dalam jenis-jenis 

pekerjaan lainnya merupakan akibat asumsi-asumsi ideologi bahwa perempuan hanya cocok untuk 

pekerjaan tertentu. 

Bahwa perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan pengasuhan, pelayanan yang 

didasarkan pada pilihan, dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan pada lingkup pekerjaan 

tersebut dan bukan karena perempuan tidak mampu atau tidak berminat untuk pekerjaan lain. 

Asumsi gender seperti ini telah membatasi kesetaraan kesempatan bagi perempuan di tempat kerja. 

Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender.  

 

4. Rumusan 

Dari hasil dan pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan hukum 

normatif yang dilakukan dengan studi pustaka dengan jenis kajian kepustakaan. maka dapat 

disimpulkan bahwa kaum perempuan di negara-negara di dunia saling memperjuangkan kesetaraan 

gender bagi kaum perempuan, khusunya kaum perempuan islandia. Perjuangan Gerakan ini bertujuan 

agar perempuan tidak diperlakukan semena-mena dan perempuan memiliki porsi yang sama dalam 

masyarakat khususnya dunia kerja. Di Islandia perempuan yang mendedikasikan dirinya sebagai 

penggerak kesetaraan gender perempuan. adapun strategi-strategi Gerakan kaum perempuan Islandia 

memfokuskan terhadap 5 bidang utama yaitu Gerakan Ekonomi Islandia Berbasis Gender, bidang 

Kesehatan, Pendidikan dan Pengajaran, perkawinan dan keluarga, kehidupan publik dan politik. Selain 

itu Islandia juga membentuk strategi melalui kerjasama pembangunan Islandia (International 

Development Cooperation) yang fokus memerangi kemiskinan dan kelaparan, serta menyoroti hak asasi 

manusia, kesetaraan gender, demokrasi, perdamaian dan keamanan. Strategi ini mencakup kerjasama 

multilateral dan bilateral, bantuan kemanusiaan dan upaya perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa 

gerakan-gerakan mayoritas kaum perempuan semakin kuat. Dan terbukti kesuksesan Gerakan kaum 

perempuan berdasarkan data Laporan Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia 2022, Pada 

tahun 2022 Islandia dinobatkan sebagai negara paling setara gender, menduduki puncak Dunia. Dan 

pertama kali negara Islandia menjadi negara di dunia yang melarang pembedaan gaji berdasarkan 

gender. 
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Namun dalam pencapaian tersebut banyak tantangan yang mereka hadapi tetapi mereka tetap 

berjuang teguh dengan pemikirannya. Oleh karena itu, lambat laun banyak organisasi kaum perempuan 

yang berdiri dan semakin bertambahnya porsi perempuan dalam dunia kerja dan diakui oleh dunia.  

beberapa tahun terakhir Islandia memiliki representasi politik perempuan tertinggi di dunia, Parlemen 

Islandia dipenuhi 38% perempuan dan 40% dalam kementerian. Selain itu, dalam jabatan senior, 

perempuan memegang sebanyak 42% posisi, dan 43% dalam anggota dewan perusahaan. Hal ini 

berpengaruh terhadap sejumlah kebijakan-kebijakan dalam negeri dan luar negeri. 

Kebijakan dalam negeri: Pada tahun 1975, Islandia sudah membuat Undang-Undang tentang 

Kesamaan Status dan Persamaan Hak Perempuan dan Laki-Laki No. 10/2008, sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 162/2010 dan No. 126/2011 yaitu The Act on Equal Status dan Equal Righs of 

Women and Men. Undang-undang ini kemudian mengalami 4 kali amandemen yaitu pada tahun 1985, 

1991, 2000, 2008, 2010 dan terakhir tahun 2011.  

Kebijakan luar negeri: Tepat pada tahun 2008, Islandia mengadopsi National Action Plan sebagai 

implementasi dari UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace dan Security. Resolusi ini 

menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik secara damai dan 

pemerintah Islandia memutuskan untuk fokus terhadap rekonstruksi pasca konflik dan akses bagi 

perempuan untuk terlibat dalam negosiasi perdamaian di negara-negara konflik.  
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